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PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
' SUMATERA SELETEN
NOMOR 13 TﬂHﬁN 1890
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGEKAT I SUMATERA SELATAN '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

bahwa cdengan telah ditetapkannya Peraturan lenteri Dalam Ne-
geri Nomer 1 Tahun 1990 tentang Kedudulkan Keuangzan Ketua Wa-
kil Ketua dan Anggota DPRD, maks Peraturan Daerah Propinsi
Daérah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1986  sudah
tidak sesuai lagi ;

bahwa sehubﬁugan gengan hal tersebut diatas, perlu menetap-

kanh dan menzatur kKembali tentang kedudukan keuangan Ketua,
Wakil ketua dan Anggota DPRD di dalam suatu Peraturan Daérah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin
tahan di Daerah (Lembaran Negzara Republik Indeonesia Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3307) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 195S tentang Pembentukan Daerah
Tinzkat I Sumatera Selatan’

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega-
waian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1874 Noernor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

Peraturan Pemerintah Nomocr 5 Tzhun 1975 teutang Pengurusan,
Pertanggung jabawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaf
ran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor. 5) ; '

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1373 tentang Cara Penyusu

nhan Anggaran Pendapatan dan Eelanja-Daefah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran
Fedapatan dan Belanja Daerah (Leinbaran Negarsa Republik Indo-
nesia Tahun 1975 Nomor)6

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1374 tentang
Bentuk Peraturan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1950 tentang ke
dudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwa-
iilan Rakyvat Daeran ;
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Keputusan Menteri Dalam WNegeri Nomor 11 Tahun 1590 tentang
Pedoman Penyvusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilin
Rakyat Daeran.

Dengzan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Preopinsi Daeral Tingkat I

Suimatera Selatan.

iMenetapkan

d EMUTUSKAN

t PERATURAN DAERAH PRCPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUs DAN ANGGOTA DE-
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DaER&h TINGKAT I SUMATE-
Ea SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UHUM
Pasal 1

2

Dalam Peraturan Daerah ‘ni yang dimaksud dengan i

4.

b.

Daerah izlah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan j
Pemerintah Daerah lalan Pemerintah Prepinsi Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan ;

Dewan Perwakilan Rakyﬁt Daerah (DPRD) ialah Dewan prerwaigi-

lan Rakyat Dazerah Propinsi Daerahn Tingkat I Sumatera Sela~-
tan '

Pimpinan DPRD ialap Ketua dan Waxil-Wakil Ketua Dewan Perwa

kilan Rakyat Daeran

fnzgoeta DPRD ialah Anggota yang diresmizgan Keanggﬁtaanhya
gan telah menzangxkat sumpah/janji berdasarian peraturan per
undanzan vang berlaku ;

Uang Representasi ialah tunjangan yang diberikan kepada Pin
pinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan Xedu-
dukannva

Uang kenormatan ialah tunjangan javatan yang Giberikan kepa
da Pimpinan DPED setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang Giberikan setiap bu-

lan xepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;-

Uang Paket ialah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD untus getiap hari menghatiri. -rapat-rapat DPRD

yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan_loxal didae-

lam kota dan uang magan ;

Dana Penunjangz ialakb dana yang disediakan untuX menunjang
kegiatan DPRD ;

L., TURJAnEal. ..o
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Tunjangan Purna Bhakti ialah tunjangan yang diberikan kepa
da Pimpinan dan Aoggotia DPRD setelah akhir wasa bhaktinya
alau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

Tﬁnggal metiulal memahgku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
inlab tanggal mereka mengﬁngkat sumpah atau mengucapkan
Janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggaia DPRD.
Saat berhenti wemangiku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD
ialah tanggal mereka menyatakan herhenti, diberhentikan
atau weninggal dunia.

BAB 11
: STRUKTUR BIAYA KETUA, _
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPFRD
Bagian Pertama '
Uang Repsesentasi

Pasal 3

Besarnya Uangsﬂepseseﬁtasi ditetapkan bagi 3

a, Ketua : Hp. 500.000,~/bulan/orang.‘
b, Wakil Ketua + kp. 260.000,-/bulan/orang.
c. Anggota t Rp. 200.000,-/bulan/orang.

Selain Uang Repsesentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD dlberikan tunjahg—
an an K&luﬁrga dan tunjapgan lainoya menuiut 5eﬁentuah'
yang berlalku bagi FPegawali Negeri. '

Bagian Kedua
Uang Kenormatan

| Pasgal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan. bagil :

a, Ketua : Rp. 250.000,-/bulan/orang. .
b. Wakil Ketua : Rp. 225.000,-/bulan/orang.

Bagian Ketiga

Tunjangan Komisi

Pagal O

Besaroya Tunjangan Komisi ditetupkan bagi

c. oSekretaris Komisi

4. Ketua Komisi : Kp. 50.000,-/bulan/orang.
b. Wakl Ketua Komisi

-

Rp. 40.000,-/bulan/orang.
Rp. 35,000,-/bulan/orang.

-

Hagiaﬂnil.l"""-.
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) Bagian Keempat
Uangz Paket

Pasal &

Besarnya Uang Paket bagi_Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
sebesar Rp.150.000,-/bulan/orang

Bagi Anggota DPRD vang menghadiri rapat aan bertempat ting
gal diluar Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dapat dibayar

~kan uang penalnapdn dengan menunjukkan bukti-bukti pembaya

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

ran yang sah yaitu 5et1ng i- tlnngnya Rp.22. 500,-/hari/o-
rang.

Bazian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

Bazi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan
Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas. '

Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana timaksud ayat
(1) pasal ini, disesuaikan dehgah biays perjalanan dihag

yang berlaku bagi Pegawal Negeri Sipil golonzan 4,

Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan:dinas'
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini,disesuaikan cengan
ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berlaku di Prupin51 Daerah Tingkat I Sumatera -Selatan.

Peninjauan dalam w11ayah Ibuﬁnta 3rop1n51 Daerah Tingkat I
tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus plndaﬂ ke-
Ikukota PPGPlH&l Daerah Tingkat I dan atau pada saat diber
hentikan dengan normat dari jabatannya,diberikan blaya per
jalanan pindah yang be sarnya disesuaikan dengan Ketentuan
Vang berlalku bagi Pegawail Negeri Sipil di Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan. ' '

Bagian Keenam

Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

Bagi Pimpinan aan Ang gota DPED yang bukan Pegawai Negeri
serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian bi
aya pemeriksaan, ﬁengnbatan dan perawatan daktgr seSuai:dg
ngan ketentuan yang berlaku bagil Pegawai Negeri Sipil de-
ngan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintain Daerah.

Bazi Pilmpinan .......
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(2) Bagi' Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersetatus Pegawai Ne-
yeri beserta keluarganya, biaya pememeriksaan, pengobatan
dan pemerirsaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana. terha

" dap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM. HUSADA BHAKTI.

Pasal ©

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan
biaya pemelihatriah ' kesehatan yang besarnya ada-
Rp.50.000,-/bulan/orang.

Bagian_ketujuh
Tunjangan Kematian
Pasal 10

(1) Apabila ada leplnan dan anggota DPRD yang menlnggal dunia,
kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebanyak 3
_(tiga) kali uang Repsesentasi, dan apabilameningzal dunia
didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tuhjg
janzan kemati;ﬁ sebanyak 6 (enam) kali uang Repsesentasi.-

(2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman

semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerin-
tah Daerah. '

Bagian Kedelapan
"Rumah Jabatan
Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan

termasuk Inventaris, bilaya pemeliharaan termasuk biaya pe-
makaian air/listrik,telepon dan gas. '

(2) Apabila PimpinanIDPRD yang bersangkutan berhenti dari Jjaba
tannya, maka rumah jabatan termasuk haranz-barang inventa=
ris harus diserahkan kemhali dalain keadaan baik kepada Pe-

merintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Dae-
rah.

(3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan da-
pat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya,yang
besarnya disesuaikan dengan standar yang bherlaku pada Peme

rintan Daerah.

Bagian Kesemoilan
Sarand Mobilitas
Pasal 12
Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan

sebuan kenderaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bazian..seesas
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Bagian Kesepnuluh

Pakaian Dinas
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas
berikut atributnya berupa :

- PSH fPakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakalan Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun.

-~ PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima)
tahun.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang
Pasal 14

(1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penun-
Jang vang dikelola oleh Pimpinan DPRD.

(2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana
Rp.100.000.000,-/tahun.

~
)
S

Perubahan plapfond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan
Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

BaB III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 156

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya
atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dupia, dibe

rikan tunjangaﬁ Purna Bhakti sesual dengan masa bhaktinya.

(2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai APBD dan dikelola oleh Yaya
san Purna Bhakti.

(3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimak

sud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur tersendiri
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersetatus sebagal Pegawal

Negeti, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap
(ganda).

(2) Apabila Uang Repsesentasi Pimpinan dan Aiggota DPRD lebih ke
cil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif seba-
cai Pegawai Negeri, maka ia menerima Uang Repsesentasi di-
tambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi in-

duknya.

(3) Apabila.......
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(3) Apabila jumlah Uang Representasi lebih besar dari pada gaji

pada waktu yang bersangkutan aktif sebagail Pegawai Negeri,

maka 1a hanyﬁ menerima Uang Representasi.

{q) Apabila jumlah Uang Representasi sama dengan Jumlah gaji
yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pe

gawal Negeri, maka ia hanva menerima Uang Representasi.

BAB ¥
EETENTUAN PERALIHARN
Pasal 17

(

dast

} Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Nege-
¥l tentang Tunjehgdan Purna Bhalktd bagl semua anggota DPRRED,
maka semua anggota DPRD pada soat berakhir masa Jabatannya
atau diberhentikan dengan hormat atau méninggal dunia dibe-
rikan Uang Penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut

a. Bagi Angzota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, di
berikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali uang Representasi.

b. Bagl Anggota DPRD yang masz bhaktinya belum mencapal
& (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.

e. Uang Penghargaan diberikan setinggi - tinggioya & (enam)
kali Uang Representasi.:

{(2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Pengharga

an sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan kepa-
da ahll warisnya. :

BAB VI
KETENTUAN F‘_EHT_ITLTP
Pasal 18 .
Dengan herlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
ntau ketentuan lainnya yang beftentangan dengan Peraturan Dae
rah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pa=zal 13
Peraturan Daerah inil mulai berlaku .. pada tanggal diundangkan.

higar setlap orahg mengetabuiinya mererintahkan pengundangan Pern
turan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pro
pinzi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

_DeBRCEmOaTE N 20 MED 1990,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DATI | SUM.SEL. SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto dto
H. ZAINAL ABIDIN NING H. RAMLI HASAN BASRI

DIUNDABNGHKANS?

palam Lambaran Dasrsh propinsi Daerah Tingkat 1 Susatera Solatan

Nomor : 1€  Tohur 1991  serie D

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,
dto

(H.M.ARUB, SH)
NIP. 440 004 063



